
                                                                                   
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI II DPR RI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tahun Sidang : 2014-2015 
Masa Persidangan :  II 
Rapat Ke : 12 
Jenis Rapat :  Rapat  Kerja dengan Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN 
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari,Tanggal :  Rabu, 21 Januari 2014 
Waktu :  Pukul 14.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)   
Acara       : 1. Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI 

dengan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala BKN dan jajaran 
KemenPAN dan RB serta jajaran BKN; 

2. Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB dalam susunan 
“Kabinet Kerja” 2014-2019 

3. Progres Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 
4. Perkembangan penanganan pengangkatan Tenaga Honorer; 
5. Paparan tentang  terminology Revolusi Mental dan rencana 

moratorium pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS); 
6. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

ASN termasuk pembentukan Peraturan Pelaksanaannya 
serta kendala dan hambatannya. 

Ketua Rapat :  Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Minarni, SH/KabagSet Komisi II DPR RI  
Hadir :  38 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI 
 
 
  
I. PENDAHULUAN 

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 dibuka pada 
pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Rambe Kamarul 
Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.  
 

2. Ketua Rapat menyampaikan agenda acara pada hari ini yakni terkait dengan KASN, 
Pengangkatan Tenaga Honorer, Moratorium PNS, implementasi Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Perkenalan Pimpinan serta Anggota Komisi II 
dengan KemenPAN dan RB dan juga mendengarkan Rencana Kerja KemenPAN dan 
RB untuk masa kerja 2014-2019. 
 
 
 
 
 

TERBATAS 

(Untuk Kalangan Sendiri) 



3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada masing-masing anggota untuk memperkenalkan 
diri kepada KemenPAN dan RB dan mempersilahkan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan pemaparannya. 

 
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan 

pemaparan terkait: 
a. Rancangan Restra Kementerian PANRB Tahun 2015-2019; 
b. Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN 2015-2019; 
c. Tujuan dan Sasaran Kementerian PANRB Tahun 2015-2019; 
d. Program Kerja Kementerian PAN RB Tahun 2015-2019; 
e. Reformasi Manajemen ASN; 
f. Progres RPP Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; 

a) Moratorium CPNS; 
b) Penanganan Tenaga Honorer; 
c) Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara; 
d) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

 

 

II. KESIMPULAN 

1. Komisi II DPR RI mendukung rencana strategis Kementerian PAN dan RB Tahun 
2015-2019. Agar dapat tetap menjaga program kerja berjalan pada jalurnya, Komisi II 
akan tetap mengawasi jalannya  rencana dimaksud. Oleh karena itu, Komisi II  DPR RI 
dan Pemerintah bersepakat untuk tetap membangun komunikasi yang baik. 
 

2. Komisi II DPR RI mendorong Revolusi Mental Birokrasi dilaksanakan secara struktural 
dan kultural. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN dan RB 
menjadi motor terlaksananya Revolusi Mental di kalangan birokrasi terutama dari 
pejabat pimpinan tinggi. 
 

3. Komisi II DPR RI mengapresiasi terobosan-terobosan di lingkungan birokrasi yang 
dilakukan oleh Pemerintah. Komisi II DPR RI meminta agar terobosan-terobosan 
tersebut dilakukan secara konsisten selama tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

4. Komisi II DPR RI mendukung penuh upaya Reformasi Manajemen ASN yang 
dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB serta mendorong Kementerian PAN dan RB 
untuk mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN baik dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah maupun Peraturan Presiden dan dikomunikasikan dengan Komisi II DPR 
RI. 
 

5. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah agar kebijakan moratorium dikaji ulang 
dengan mendasarkan pada data yang valid dan mempertimbangkan kondisi riil 
masyarakat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Terhadap Tenaga Honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus, Komisi II DPR RI meminta 
kepada Kementerian PAN dan RB untuk segera memberikan sikap yang tegas dan 
disertai dengan solusi dan kebijakan yang bersifat aplikatif termasuk penganggaran 
dan selesai Tahun 2015. 

 
 

III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 18.10 WIB. 
 

 
 
 
 

 

JAKARTA, 21 JANUARI 2015 

KETUA KOMISI II DPR RI 
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RAMBE KAMARUL ZAMAN 
A-236 

 


